LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NO. 18 2000 SERI. D
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2000
TENTANG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT
Menimbana : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pémerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, perlu ditetapkan pembentukan,
kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi
dan tata kerja tentang Sekretariat Daerah Propinsi
Jawa Barat;
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b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, maka pembentukan,
kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi
dan tata kerja tentang Sekretariat Daerah Propinsi
Jawa Barat, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

4.

Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undanoam

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi
Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

Ondang-undang Nomor IT Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tanggal 4 Juli 1950);

Ondang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor ZZ7 Tahun TI99Y tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neaara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
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Menetapkan :

7.

10.

11.

pndang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Peraturan_Pemerintah_Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

eraturan_Pemerinta omor ahun tentang
Pedornan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 200(Q
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021);

[Peraturan_Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor ]|
Tahun 200Q tentang Tata Cara Pembentukan dan
Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Tahun 2000 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TEN-
TANG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA
BARAT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa
Barat;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas desentralisasi;

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SETDA
Propinsi;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Jawa Barat yang selanjutnya disebut SEKDA
Propinsi;

7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi
Jawa Barat yang selanjutnya disebut ASSDA sesuai
bidang tugasnya masing-masing

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi
Jawa Barat tentang Sekretariat Daerah Propinsi Jawa
Barat;

9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pe-
merintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
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Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
Pemerintah kepada Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan vyang terdiri atas
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang walaupun
tidak secara tegas tercantum dalam struktur organi-
sasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu
harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas
Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah
Propinsi Jawa Barat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah

Propinsi.
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